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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 6 Undang-Undang Nomar 47 
Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 0 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas PiutangPajak Eks Badan 
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, 
TLN No. 4355), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah 
dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), Keppres 56/P Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Atas piutang pajak Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dibayar sesuai 
ketentuan peratutan petundang-undangan perpajakan. Atas piutang pajak eks Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional (BPPN) yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib dibayar sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Piutang pajak yang ditanggung Pemerintah diberikan pagu 
anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2010. Tata cara penatausahaan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah, 
diatur lebih lanjut dengan Petaturan Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Anggaran, Direktur 
Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur Jenderal Pajak diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 

CATATAN : - Petaturari Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 
31 Desember 2010. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 21 
Desember 2011. 

  - Lampiran: halaman 1-2. 

 


